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POSISE] DAN PERAN KOMITE SEEOLAHMADRASAH
DALAM PENGELOLAAN PENIMIMEKAN IM ERA
PROGEAN PENDIDERKAN GRATIS
{(Studi pada SLTA Kota Watampone)

Abdullul K

Abstract: The article discusses the participation of high scho-
ol committee In the era of the free education program in
Watampone, The results show that the comimiittes’s posilion s
quile stromge akd permansnl, becouse tegaliy, 11 is bassd on
P Mo, 25 of 2000 and [idllowed-up wiih the decision letier
of Educational Mimrster Wo, 044002002 that the schopl com-
mittee 15 an independent bedy that reprosents community
pariicipation. However, afier the implementation of the {ree
education program the committee was somewhat surprized 1o
the banning ol picking up payment, even some ol them reluc-
tantly worked. Simitarly, their role was just moderate, while
their participation was in very low level. Their obstacics to
pamicipate were quite various including psychological, poli-
tical, burcaucratic, ceomomic and juridical aspocts.

Kutn Kunei: kamite sekolah, pemdidikan eronis

Untuk meninghkatken partisipasi masyarakat dalam bidang pondi-
dikan, diperlukan wadsh yang tepat dalam mengakomodasi pan-
dangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat nmiuk menjamin
demokrasi, transparansi, dan akantabilitas dalam satiean pendidikan.
agar tujuan pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan
dicapal dengan lancar.

Maoka komite sekolah adaluh wadah vang tepat sebagai
amanah rakyal yang lelah dituangksn dalam 10 Nomor 25 (ahuo
2iMM), amanat e selarss dengan kebijakun otonems deerah yanp
telah memposisikan kabupatcn'kota schagal pemegang kewenangan
dan tanggung jawal dalam menvelenggarakan pendidikan.

Fungsi komite sckolsh antara lain mendorong tumbuhnys
perhatian dan komitmen  masyarakat terhadap penyvelengparaan
pendidikan yang bermwtu, wendorong omang tua dan masyarakat

“Abdutfok K Dosen Tetap Surusan Tarbiyah STAIN Hatamipone
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berpartisipusi dalam pendidikan puna mendukung peningketan muts
dan pemerataan pendidikan,

Eenyataan di lepungan menunjukkan bahwa pelaksanaan
komite sekolah pada SLTA di Ko Watanpone tetap berjalan, na-
mun pergurus dan srppeota komite sekolah/madeasah relatif meng-
alamai fluktuasi bohkan ada vang stapnan, karcna sctelah dijak-
sanabannya pendidikan pratis, ada berhagai pejabal yang meng-
=ncam akan menghukum secara tegas puru dan kepalg sekoluh vang
memungut Mava atau sumbangan dar siswanya.

Demukian puls halova densan Lomite sekolahmadiasah,
chksistensinya menjad tergangm,  porannyy menjadi kabuz, bahkan
divdicg hanya meajadi laban mata pencalwrian sekolah dan
pengurus inti komite dengan mengatasnanakan orang tua siswa,
padahal secar: pundamental komite sckolah/madrasal berkewajiban
memberikan  pertimbangan, masukan, rekomendasi, mendukung
serfa menjadi mediator antara pemerintah dan masvarakel serta
mendorong partisipesi masvarakal terhadap penigkatan mutu scko-
lah, dengan memberikan dukungan berupa finansial, pemikican,
tenaga pengontrol serta sehagni medinter i suatu lembaga pen-
didikan

Berdasarkan oraian di aas, maks penclitian it dilakukan
untuk menpungiap bagaimanz gambaran posisi dan gambaran pe-
laksanaan peran dan fektor-fakeor yang menghambat partisipasi
komite sckolalVmadrasah dalam pengelolaan pendidikan di Hea
Program Pendidikan Gratis pada S1.TA di Kota Walampone.

METODE

Penelitisn ini bersipat” deskriptif dengan menggunakan
metode survey cvaluatill yang sasarannys adalah ST A neger atay
susstz, apakab Madrasah Aliyah, Sckolah Menengah [Tmum atzu
Sckolah Menengah Kejueruan vang ala di kota Watampone, denpan
menggunakan wakly sckitar enam bufan. Dengan langkah-lungrah
persiapan, yakni (1) membuat angket, dan (2) menghubimgs plin-
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Posixi dan Peran Komile Seholohy Madrazah dalam . Pengelolasn
Pendidikan &t Ere Program Pendidikan Gratis: Studf poada SETA Kota
Wartimporn (Al K J, 1 T37-152

pinan sekolah serta pengurus inti Komite ootk polaksanaan pe-
nclitian.

Adapun populasinya adzlah scloruh penpurus inti komite
gan pimpinan sekolah/madrasah yang terschar pada seluruh SLTA
di Kota Watampone yang jumahoya tjuh belas dan duabelas (71%)
di antaranya vang akan dijadikan sampel penclitian secara undian
vait; SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3. BMAN 4, SMAN 5, SMEN 1,
SREN Z, 5MA VETRAN, ShA PGRT, MAN |, MAN 2, dan AMAS
PESANMTEEN MAHAD AL-HAHS BIRLL

Pergruries int komite pada setiap sckolah/madiasah pada
dazomya odalah tipn oraog yaie onsur ketua, sekertans dan ben-
dahara, sehingga jumlahnya 36 orang ditambeh dani unsur pimpican
masing-masing sckolzh, yaitu kepala, wakil kepala, dan bendahara
jupa sebanvak 36 orang schingea populasi yang menjadi sasaran
penclitian sebanyak 72 orang. Lalu dikeloarkan sampel sccara Kuota
schanyak 24 oranpg (33 %) yaite 12 orang yvang mewakili komite
saknlab dan 12 orang vang mewakili unsur prmpinan sekolab.

Untuk mempeeolch dats empiris mengenal masalah yang
diamati, maka datam penelitiin 1 digynakan seperangkat INSIFImeT
penclitian dan tekntk pengumpulan datn dojam berbeotubk angket,
interview guide, obscrvasi dan pencatatan dokumen untok meng-
himpun informasi mengenal posist dan peran kemite sckolah dalam
bentuk partisipasi dan faktor peoghambat komite dalam pengalolaan
pendidikan di Era program pendidikan grafis dewasa .

Konszepsi yang mendasari penyusunan instrumen berlolak
dari indikator-indikator variabel penclitian yaneg diturunkan duri
dimensi yang berlandaskan pada feuni masing-masing varzabel yang
tclzh dibangun, Selanjutaya dari varisbe] ity ditemwkan indikator,
lale dijabarkan menjadi kisi-kisi pertanyaan dalam angket, Adapun
indikatornva adaian (i) posist komile sekolah dengan indikator (a)
tetap eksis, (b) terjepit, dan () tidak diindahkan, {2) peran komite
sekolah dengan indikator (a) komite sebagai pemberi pertimbangan,
masukan dan rekomendasi, (b) komite sebagar pendukung kepiatan
pendidikan, (¢) komite sebagai pengontrol kegiatan pendidikan, dun
{d) komite sebapai mediator, (3) bentuk partisipasi komite sckoluh,
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indikatornya dapal berupa (a) dana, (k) bendalbarang, (c) tenaga, (d)
pemikiran, dan (4) hambatin komite sekolzh dalam berpartisipasi di
era program pendidikan gratiz, dapat berupa faktor {a) ekonomis, (b)
politishirokratis (c) psikologis, dan (d) varidis,

Diatw dari angket ditabulasi, lalu dideskripsikan secars per-
senfase kemudian dinarssikan secarn kualitatil, Pemberian makna
persentase denpan mengpunaken kategori tinggs, scdang, dan ren-
dah dengan eksprest jawaban: selsly, sering dan belum pemali.

Cambaran Pesisi Komite Seholab dalam Peagcholaan
Pendidikan di Era Program Pendidikan Gratis pada SLTA
Kota Watamponc

Untuk melihat posisi komite sekolah akan termambar pada
pelaksanaan fungsi komite schagei berkut;

Hasil penslitian menunjukkan balwe posisi komite pada
SLTA Kota Watampone 75% mazihl eksis menrjatunkan fungsinya
serta menunjukkan partisipusinga, tetapi secam psikologis mermss
terjepil dalem memberikon dukunpan dana karess adanya lirengzn
pungutan, baik dalem memungut ioran meuspen dalam meminta
sumbangan pembangunan, sehingga pemungutan furan sedikit fchih
keeidl dari biasanya. Jika sebelum dilaksunnkan program pendidikan
gratis juran komite dipungut amara Rp, 30,000 sampai Bp. 50
000.-, maka setelah pelaksanaan program pendidikan pratis hanya
dipungut iuran sebanvak Rp. [0 - dengan maksud dupat meny-
tupi kebutuhan mendesak, ulamanya pengeluaran insident] Vang,
fidak disiapkan costoya dari bantuan subsidi, apalagi menurst
informasi dari pimpinan sekolah SLTA sc-Kota Watampone bahwa
program pendidikan gratis prokiis barn dua tahim beejalen, semen.
ara untuk SLTA baru berjalan pads dahun pelajaran 2008/2000.
nemun pencairan dananya sering terlambat, padalal program
pendidikan dan aktivitas pembelajaca harus jalan terus, Lain halnya
pada madrasah aliyah (25%) setelah berlake bantuan dana subsidi,
tidak pernah lagi memungut furan komite, karena mengikuti larang-
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Posigi dan Peran Komite Seholah/Madrazak dalam  Perpelolaun
Pendidikan of Era Progeam Pendidilon Ciratis, Stud? podo SLTA Kota
Watmmpane (Abdullah K., b 137052

an terschut, sehingea prekls komilenys vakum, yang sealah-olah
tidak diburehkan fagi bantuan dananya,

Bantuan dana subsidi dari pemerintah pada SLTA hanya
mampu membiaval dona operasional sekoloh, $ementora biayva
personal dan biaya investal seperli kebutuban pengadaan sarana dan
prasarana tidak serta merla disiapkan, oleh karena ity sebahagian
besar kepala sckolah borsama komite sepakat memungut dana pem-
bangunan, baik usmuk pembanpgunan musala dan pagae, magpun
untuk pembanpenan mang belmanlabomionum  yang besurannys
antara Rp, 200,000 - sampat Bo, 1 O00.000.-

Pelalemnnan Peran Komite Schkolah puda Peneelolann
"endidikan di Era Pendidilkan Goratis pada 5T A Kota
Watampone

Partispasi komiic sckolah dafam penpelolaan pendidikan di

era propram pendidikan gratis pada SLTA kota Watampone dapat
dilthat pada wzhel 1.

Tabel 1, Peran yang Telnh Dilakzanakan oleh Komite
SLTA Kot Watampono Tahun 2009

Baermn vind ekl [
o dilaksanakan oleh Frekuwenst | Frekuens: Frekwensi
“|  komite SLTA Kota [imag Sedunp Rendah
Watamone Taohon 20059
Komite sehagai pemberi
1 pertimbangan, masuban 533 F2: 48% L
| donrehomendusi e
Komite sebagai
2 pendukung kegiatan P38l B 34% 31138
| pendidikan
| Komite sehaga:
1} pengoatrol Regiatan T 2784 10 430 LS
| oendidikon -
g | Homile sebiagai £ 313% 11: 47% 5:21%
mediator -
| Jumian I6:146% | AT | 2083
[emin 9: ﬂﬁ!‘-".;__ 10 45, 5% 5127 5%

" Sumber Data: Hasil pengolahan dari angket, bulan Juli 2009
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Derdasar tabel | dapat dililiat bahws rata-rets ada 10 urang
dari 24 responden yeng memberikan jawaban katcgori sedang
dengan frekuensi 4 kali atou sebanvak 45.5%, Hal tersehut ber
makua bahws komite sekolan SLIA Kotn Watampone melak-
sanakan peran yang diemban dalam kondisi psikologis biasa-bissa
saja utou sedang-sedang sma, dalam arti tidak terbeban; sebagm
sustu kewajiban yang memberatkan, karena dijalanker scearn
periodik atau dalam wakm tertentn, seperti menjelang atau sciclah
pendattaran ulang siswa baru. Hal tersebul dupst dimengersi karena
tegas komite scholah sdelah por profin, atan tidak mencari-cas
keuntungan, tetapi lebih bersifar pengabdian hepada masyaraket,
bangza, negarn dan hepada Allah swi. dan pengures inti komite paca
umumaya besstatos sebagai pegawai negeri, sclebibnva adalal
pengusaha dan anggota dewan, schingga hanya daput melakukan
jalinan mefalui pertemuan yang bersipat temporer, pada waklo-
waktu tertentu yang lowosng Ji lusr jam sibuk (keria).

Kemudian benluk pantispasi komite sekolah dalam penge-
lolaan pendidikan di tingkat SLTA Kota Watampone di om prijzram
pendidilan gratis ini, dapat berupa dana, bende’barang, 1eoaga dan
pemikiren, yang keeenderungan dapar dilihat pada tabel 2 borikut
ini,

Tabel 2 Kecendervngan Tingkat Partisipasi Komite SLTA
Kota Watampong Tabun 2009

Kecenderungan tingiar B B . :
partisipast Komile ST.TA si. frekucnsi | Frekuensi | Frokesnsi

| Ko Walumpone tahun 2000 | P&l | Sedang | Rendah
Partisipasi  komite  dalane L
[ bentuk dane

Mo

0 25% Tal 4 a5%,

Vetamar komite. dawe oo | s Tinone

bentuk benda'barang

(2
3

Partisipasi  komile  dalam ESTS 7 =
hontuk tenaga ___1-5::' 5:23% | 17: T2
Partizipasi  komate  dalam (it | e i

4 bentuk pemikiran ==
| Jumial _ 19:7%% | 3R128% | &4:254%

! e Eora e

Keratn 4 19% | 7arm | e |

i Ll SR |

Sumber Diata: Hasil Penpolahan dari ﬂ-lig}..el, bulan Juli Tahun 2009
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Pendidiken df Era Program Pendidiion CGracs. Sted? pada SLTA Kota
Warampone (Abdulflfali K ), b £37-152

Dan 1abel 2 jelas dapat dilihat hahwa kecenderungan parti-
sipasi komite SLTA se-Kola Watampone tzhun 2005 masih sengat
kurang atan lemah, karena dari cmpat item terschut menduduki
frokuensi tertinggi adalah katepgori kurang, Dan dari 24 responden
rata-ratay ada 11 orang atau sama dengan 63% dalam kategor: kurang
atau rendah, [Dan termyata ada heberapa SLTA di Kota Watampone
yang kurang intensi berhubungan deéngan komilenya seperti
madraszh aliyah baik negeri maspun swastz, karens askibat dar
larangan ttu, schimgga komite menjadi tidak diindahkan lagi,

Berdasarkan  pencliiae  nampak  bahwa  peran komiie
seroleh SLTA se-kofr Watampone pads era program pendidikan
gratis hanya beroda pads Kelegors seding, bahkan theghat partisi-
pasinya berada pada kategon rendah (kurang).

Faktor-Fakior yaup Menghambat Komite Sckoish
Berpartisipasi dalam Penyelolaan Penidikan di Era Program
Pendidikan Gratis pada 51.TA Kota Watampone

Eomite sokolalh merupakan sustu lembaga mor-profiy dan
mor-palitic, dibentuk besdasarkan musvawarall vans  demokratis
oleh parn srekeholder pendidikan pade Uingkal sauan pendidikan
sebugai representasi dari bethags: wosur yano bertanggung jawab
terhadap peningkatan kuaiitas pendidikan.,

Komite sekolah dalan elaksanakan peran dan partizipasi-
mya ternyate tidak semulus sepertl yang diharaphan, bahban terdapat
berhagai faktor penghambat, seperti faktor ekonomi, faktor politis!
birokratis, faktor psikelogis dan faktor yuridis,

Fakror EXormorm

Pada umumnya masyarakat dan kaum ckonomi leman
mengangeap bahwa program pendidikan gratis telah menganggar-
yang memperoics, mengelub, keberatan dan engean mengeluarkan
biaye untuk membeli buky paket dan buky LKS, tennama orang tua
yang ckonomi lemah, karenn bagaimana munghin mereka bisa
menyekolahkan anaknya, kalau ternyuta pendidikan grotis itu, masih
hams bayar scgala macam keperluan anak.
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Apalah artinya SPP dibebaskan, kalay masih diminm he-
varsn yang lain dengan umlsh vang cukup besar, scpertl pang
pembangunan gedung bertingkat, pembangunan ruang laboratorinm,
tambahan kelas, musala, pengadaan mobiler, insentif peeawal dan
guru yang jumlshnya jutan rupiah, yang membuat masyerakal
ckonomi lemah tidak daput merasakain netkmatoya pendidikan pratis,
karena vang demikion masyarakat tidak punya (miskin} dipastikan
tidak dapat menyekolabkan anaknva dengan memikul beban berat
seperti uang pembangunan lerschut.

Bumsanya di awal tahun pelajaren ada berbagai fwl yang
menjadi tangpuegan oragg ten darl ansk selolahan, seperti biava
Sarani dan prosarana, gaji gurn, peninghatan muot BUru, Jaminan
wesejaliteraan  gury, Biaya menyambuti hari-hari besar,  bioya
pakaian, biaya transforiasi, pembelian buku pribadi, biaya konsumsi
¢an akomodash, sehingga pembizvaan yang harus dikeluarkan bisa
mencapsl eram ssmpai delapan jutaan rupiah pertithumn,

Rohman sebapai salah seorang angzota DPRD Kabupaten
Bone, menyarankan kepada FKomite sekalah Agar orang fua jangan
dibebani sumbangan terlale finggi, hingga jutean rupiah, karena
masih Larus membayar atay membeli pakaian serapam, membeli
hukw dan schagainya. kalat memang temyata membituliban biays
yang besar, sebaiknya mencari donator dari orang A siswa yang
mampu, aiau dari lembaga dan perusahaan testenty {Radar Tsong, 13
Tuli 20047,

sclavaknya pungutan dan pembayaran sang memberatkan
it tidak perlu lagi terjadi di era pendidikan crutis ini dengan alasan
klasik yong sedah berake selama ini apar masyarakat ckonomi
lemah dapat mengikuti pendidikan tanpa tergangpu dengan persaal-
an biaye pendidikan, schingga tidsk ada lugi anok-unek vang putus
sekolah karena alasan biava Janpanlah karens faktor ehonami fe
mah menjedi penyebab masvarakal tidak memperoleh pendidikun,
karena pendidikan mi bukan hanya untuk orang mampu, oleh karena
itu kepala sekolah dan komite sckolah harus menvadar bahwa pen-
didikan bukan hanya menjadi hak orang-orang berduit teapt juga
menjadi hak masyarakat miskin (ckonumi lemah} dan orang-orang
terluntar, seperti tortera dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa “Tiap-tiap

144



Pozisi dan Pevan Komite SeholahModrasah dalam Pongelolaes
Fendidigan of Era Program Pewilicihon Ciresis .ﬁ:rr.n.l']"':u.ll.lln'.r SETA Koty
Weampome (ABullan B2 ), b 137152

warga nogara borhiak untuk mendapathan pendidikan dan peng-
ajaran”, demikian jupa dalam pasal 34 ditegaskan “fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara olch negara™.

Faktor Politix/ Birokratly

| arangan memungut binya atau buyaran. muncel dari para
eksckutif karena mercka moerasn sudah mengalokasikan  dana
pendidikan secarz gratis melalul dana Biayva Operasional Sekolah
(BOS) atau dana subsidi bohan bekar minyak (BBM), sebagai wujud
pemenuban dant janji-panp mereha ketika melshokan kampanye
politik sebelumnyn. Upaya pengaiokasian dane pendidikan gratis
terkadang ditampilkan bentak cpoisme birokratis atay  arogans
pulitis yang beclebibian dengan menpancam sanksi yang bermt bagi
kepala sckolah yang berani melanggarnya, padohal alokasi dano
pendidilem gratis. belum mampu membebaskan darr seluruh pem-
biayaan pendidikan di sekolah, karena belum tersentuh biaya per-
sonal dan bisva investasi (pongadaan sarana dan  prasaranal.
Manalugi pencairannya yang sering terlambat, sehingza menjadi
behan bagi kepala sekolah Karenn Kegiatan harus jalan terus

Dengan demikian larangan memungut pembayaran apzpun
terhadap oraeg tea siswa dasi pejabat tertenty, akan meniadi are-
gansi politis vang bersipat sekioral, serte memunculkan kultus yang
bersifar indtvidu, karena man dischut schaga pemestus, penyelamat
atan schagai tokoh dalam memperjuangken pendidikan  prats
Sehingga begitu berhasil mengalokasikan dana operasional, maka
seria-merla semua pussgutan menjadi diharamkan, padahal masib
burtub dan masih perlu dibantu deri pembinysan lain,

Memunges biaya sccara langsung oich kepala sckolah
adulah pengutan lar (pungli) atau mewajibkan sesuate pembayaran
kepada orang (ua sama arimya dengan pemaksaan dan Sangat
memberatkan orang tis, loreiama orangiua yang tidak mampa, oleh
karena itu seluroh kebutuban sisws seperti pakaian sckolah, buku
pefajaran, LKS, asuransi dan biayne onentas: (MOS) untuk amannys
harvs disediakan olech koperasi seholah, yang sifptnya tidak boléh
memaksa dalam art tergantung pada kemampuan dan kemnginan
orsng luk. Jelasaya kepala seholah tidak beleh (haram hukumnya)
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mcimungut pembayaran apapun dan siswa, secars langsung waluo-
pun mendapatkan persetujuan dari sesams kepala sckoluh atau per-
setujuan dari Kepala: [inas pendedikan setempat. Namun Jika
pungutan it adalah hasil kesepakatan antara kepala sekolah dengan
komite, maka pungutan ity menjndi aman, halsl dan legitimasi
{legal).

Kehadiran kemite sekolah schasai mitra kepala sekolah
tentu ikul merasakan beban kepals scholsh torpams zaal terlam-
batoya pencairan dana, lalu berusaha membantu menpatasi per-
soalan seperti i, oleh kavena G keibutsortann dan kesadarun
konate sckeleh untck memikul tmggung jawab pendidikan bukan
sekodar farapan, tetapi merupokan suan Tonturan mencesak ying
harus diwujudian dalam Kegimtan-kepiatan nyata di sekolah.

Repals SLIA se-Fota Walgmpone, Padd umumnye meng-
ungraphkan bahwa seholum dicctuskannya program  pendidiksn
gratis, kemire sekolak menumiukkan partisipasi Yyang zanpat efisjien
dan efektif dalam mengelola dang vang ada, selah satu buktinya
adalah mampu menvelesaikan pengadasn sarana dan Prusarana yang
diprogramkan dan dipescayakan kepadanya dengan hualitas yang
standar, dan cenderung bemilai lebih, schingga selalu ada tambalian
prugrarm yane divelosaihon

Fakror Prikolopiy

Ada komite sckolah yang tidak mampu mesjelin: hubungan
rsikologis dalam bontuk Eerjasams denpan kepala sekolah secara
hurmonis. Hal it dapat saja terjadi, spalagi jiks kepals sekolah
menganggap romile tidak penting dan tidak diperiukan terutama
dalam pengeloluan manajemen seholah selingpy melakukan langkal
dun tindakan sendiri tanpa berembert dengun komite, seperti menarik
wran komputer, biava rehabiltasi sckolah, penjualan pakaian sera-
gam, biava pendefiaran dan schagainya, sehingga penarikan biayvn
tersebut dianggap illegal dan berpotonsi menjadi pengpelapan dana,
Jika tidak dibarengi laporan pertagsungjawaban (Radar Bone, §
Maret 2004,

Demikian jugn komite sekolal secars psikolopis tidak boleh
stmena-mena menyelujui penarikan biaya yang direncenakan uleh
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xepals sekolsh, schingga seluruh punputan setigp tahun mengatas-
namakan komite, apalagi yang sangat memberatkan bagi orang lua
siswa, karcna yang demikian ity merusak citra pendidikan dan sama
artinya dengan pemaksean yang berujung dengan korbannya para
siswa yang tidak mampau,

Secars psikologis weas komile sckolah adalah mengembang
amanah dari Allah Swi. di samping melaksanakan amanah Undang-
Undang, schingga tetap memberi pelusng orang ekonomi lemah
unfuk belajar (sekolah) dongan mieningenban dart fursn dan sum
bangan komite, seperti halaya amak-snak yvane bersudars sampai
berapupun, hanya sar yasg dibebani, dalam arti vang lainnya ity
bebas. Atau dibebashan suma sekali durd feran dan sumbangnn
komite yang besarunnya 10 sampai 15% setiap awal lahun siaran,
apaiagi jika menuret faktanya memany tergolong tidak mampu atas
menurul keterangan sesunggubnye dari kelurahan/desa adalah tidak
mampu. I3 samping itw komitc bersama kepala  sekolah
menyalurkan bantuan kepada siswa vang tidak mampu sesoai
Jumlah vang dikuotakan dari pemberi bantuan.

Untub mengatasi kekurangan biaya komite dapat menang-
gulangi dengan meminta kesukarelaan orang tua dalam bentuk
zakaf, infak dan sadakah atau kepada clummi yang sudah berhasii
atail menceri pengusaha vang bisa jadi donatur tetep, dengan
tenunjukken rencana dan penggunasn dana yang transparan,

Faktor Yoaridis

Sejk  dilaksanakannya program  pendidikan gratis, dua
tabiun beizkanpgan ind, maka secara psikologis komite SLTA se-Kota
Watampone menpalami kemunduran dalam memberikan parlistpast,
Karena adanya larangan yang dikeluarkan olch pejabal tertentu untuk
tidak memungut pembayaran dpapun dari orang tua siswa, schingea
ads sehahagian komite menjadi vakum, Karena iakel akan sanksi
dari |arangan tersebul.

Walaupun larangan memungut pembayaran apapun vang
ditujukan kepada kepala seholah, sipatava hanya edaran, yang be.
lum didukung oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sepertinya
mengalahkan vntuk scgalanya, karena beginn gencarmya digelin-

147



Didakaita Favnal Kependiditan Vol 5 No, 7 Nopensher 2000

dingkan edsran ity dan bogite dahsyatnya program pendidikan pratis
digulirkan, apulagi dibarengi berbapai ancaman yang hisa mombuar
kepala dan komite sekalsh yang membecanye shok mental,

Surat edaran dari vejabat, seperti dar Bupati atau dard
Kepala Dinas Pendidikan Nasional, sifatnya hanya menjadi pedo-
man yong seyogyanya diindahkan oleh Jajaran tertentu agar ter-
witjud kemaslzhatan, telspd statusnva tidak menmkat, ksrena tidak
punya kekuatan hukum, spalagi kalay bertentangan undang-undang
yang ada.

Perda tentung pendidikan prasiy’ di Kabupaten Bons, bapy
sementara disnsializasikan kepada badan atay lembaga yang 1erkait,
QEAr mAntinyn menceps Snalisis] vang tidek banyak menuui
masmiah dan protes,

Komite sckolah merupakan amanah rakyat Yang tormu-
ang delam  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Progrem  Pembangunan  Nasional  dalam rangka  meningkatkan
peran serla masyarakat di satuan pendidikan, Kemudian Undang-
Undang  tersebut  ditindaklznjuni dengan  keputuson  Menteri
Pendidikan Nasiona! Nomor 0447012002 yang di duisnaye  me-
myebutkan peran serta vang harus diemban olel Romitn soko-tak;
yai schagal pemberd pertimbangan, pendukung kegiatan layanan
pendidikan, peagontrol kegiatan layaran pendidikan, dun mediator
anfara mesyarakat dengan pemcrintah, dengan bentuk partisipasi
berupa dana, benda'barang, tenagn dan rewnikiran. Laje diperhs-
depkan dengan larangan MEUNEUE pembayaran apapun dari kepala
scholah, yang secorn replitas bertontangan, karcng yang  satu
menganjurkan memberi  partisipati, yang lainya melarang, YIrg,
membuat komite sekolal morsa terjepit anlara melakukan prewr-
tisipasi atau tidak, hal yang demikian tontu menjadi penghartibat
bag komie dalam menunjnkkan partisipasinya, terutama dalam
bentuk iuran dan sumbangan Pemibangian.

Program peadidikan gracis sangal penting, karena mery-
pakan amanah undang-undang, dan menjadi dambaan selurph warga
dan masyarakat Indonesia, demikian Jjuga halnya kemite sekolah
adalah amunah undang-undang vang sangal diharapkan olch peme-
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rintah untuk membaniu masyarakat dalam meningkatkan mut,
pemerataan dan cfisiensi pengelolasn pendidikan di salusn pen-
didikan. Dengan begitu antara program pendidikan gratis dengan
partisipesi komite sekolah tidak verjadi pertentangan, bahkan justru
scursh dan Selujuan, yatu ferwujudnya pendidikan yang meratn
untuk seluruh lapisan masyarakat secarn bermutu,

Hal vang menjadikan seperti bortontangan adalah dike-
luarkannya edaran dari pejabat tertente vang dipsruntukkan kepada
kepala sekolah, yang Esinya adalah melasang sama sckali memungut
pembavaran dan orung foe siswa, yane secara hocfialy dapat saja
dimengerti agar kepala sekolah tidak seensknya menjual dan me
munget pembayamn da siswa, Tetaps kalau larangan it jermasub
di dalamnya komite sckolah, maka tentu komite berusaha meng-
hindar agar tilak kena sanksi, sehingga menjadikan sebahagian
komitc merasa terjepil, dan sebagnan yang lannya memilih vakum,
tidak memberikan partisipasi dalam bentuk dana, baik berupa iuran
maupun sumbangan pembangunan,

Schelum dilsh=anakon progrom pendidikan grots, kKemite
sekolah selalu cksis memberiken dukungan dan boanluan Kepada
sekolah, sehingga jalican dan hobusgan antare kepala sekoloh de-
ngun ketus komite cukup akrab dan apresiatif, Tetapi setelah di-
lzksanakan program pendidikan gratis dan setelah dikeivarkanmya
gdaran larangan memungul peribayacan apapun, membuat hubung-
an it terputus den partisipasi dalam bentuk dana menjadi macet.
Padahal yang dibutuhkan adalah semus punputan harus ada kese-
pakatan {persetujuan) antara kepala sckolab dengan komite sekolah.

SIMPULAN DAN SAHAN

Simpulan

Peran komite sekolah pads SLTA Kota Watasmpone sebagal
badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penphubung di era
program pendidikan gratis ini, berada pada kategori sedang, Dari 12
SLTA yang menjadi sampel penclitian didapats 5% yang masih
aktif {tetap mclaksanakan peranoya), dan selalu dijalankan dengan
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perinsip musvawarah, wajer, mlus dun eksis dalam pengeinlaan
pendidikan, welanpun bentuk partipasinya, baik delam benmgk dana,
barang, tenaga maupun dalam benmuk bush pikiren sangat rendah,
karene kaget dengan program pendidikan gratis, babkan 25% dar
sampel penclition mengalami kKevakuman, karena patyh terhadap
larangan memungut pombayaran apapun dari siswa atag prang
leamva,

Faktor-faktor penghambat  komite sekolah SLTA Kot
Watampone dalem melakukan partisipasinya di cra program pendi-
dikan gratis sanpat beevariasi antars saiu sekokab dongen sekolsh
fminnya, baik dischabkan eloh fukior peikologis sepert lsbengsn
vang dak harmonis dan fidok komunikagr antara Romite sekolah
dengan kepala sckolah, maupun disehabkan fakior polits/ Prrckorutis
seperti sikap arogansi pejabat yany, tidak menghargsi peren komite
dengan mengelparkan larangan memungut biaya aps pun.

Demikian juge faktor ckonomis dari masyarakat yung tidak
mampu dengan melakukan protes dan demo hetika dimintai sum-
bangan dari komite sckolsh, seria faking vuridis yvang seolah-olah
bertentanzan anturs peogram pendidikan grans dengan wgas Lomite
akibat keluarnya edaran dar pejabol tertentu ving sielarang kepals
sexolal memungt sembavaran apapin derd sinwg,

Saran

Kepada komite sckolah disarankan agur totap topeh dalam
posisinys dan semakin diingkatkan perannyva dalam pengelolsan
pendidikan di era program pendidikan gralis agar anaknyva semakin
cerdas dan mute sekolah seinakin bagus, Demikian puly dimantap-
kun kerjusamanya antara sesama angiole kemite, muupun densan
rury, kepala sekolah serta pemeringal, scicmpal, Kerena tidak ada
¥ang lidak bisa diperbaiki dan tidak ads kesulitan yang tidak bisa
diatasi selama dilukugan secars sineryitas dan penuh agrosias,

Semoga dalam jangka waktu yang tidak terlaly lama scko-
lah gratis dalam artian segala kebutubon dan Kepentingan siswa
¥ang terkart dengan persekolzhan dapat ditsn Egung sepenuhnya olch
pemerintah, schingga fakir mskin dan anak terlantar dapat menik-
mati pendidikan sepenubnya,
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